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ABSTRAK

Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan, dapat berupa
kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya
perusakan patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain,
memberikan data palsu atau keterangan palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normative. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum
tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur dan
komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi
pasal.Hasil yang didapat dari penelitian ini faktor yang sangat penting dalam
penegakan hukum tindak pidana pertanahan adalah yaitu faktor Perundang — undangan
karena kalau undang-undangan sangat tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku
tindak pidana pertanahan maka masyarakat akan takur melakukan pelanggaran-
pelanggran dan tindak pidana pertanahan

Kata kunci : Penegakan Hukum ,Tindak Pidana , Pertanahan

ABSTRACT

Crimes or criminal violations in land law, can be in the form of crimes and violations in
the creation of physical data and juridical data, for example destroying land boundary
markers and changing them to another place, providing false data or false information
relating to the existence of land. This study uses a normative approach, normative
juridical review. The type of research used is normative legal research that examines
written law from various aspects, namely aspects of theory, philosophy, comparison,
structure and composition, scope and material, consistency, general explanation, and
article by article. very important in law enforcement of land crimes is the factor of
legislation because if the law is very firm in giving sanctions to perpetrators of land
crimes, the community will be afraid to commit violations and land crimes.
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A

Latar Belakang

Tanah adalah sumber kehidupan manusia yang digunakan sebagai lahan
pertanian dan merupakan sumber air bersih. Tanah digunakan sebagai tempat
tinggal manusia dengan mendirikan rumah atau bangunan di atasnya. Tanah juga
digunakan untuk membangun fasilitas umum yang dapat digunakan secara bersama
olen masyarakat. Pada masyarakat kota,tanah digunakan sebagai tempat
operasional berbagai jenis perusahaan industri dan juga digunakan masyarakat
sebagai tempat berusaha. Sedemikian pentingnya peran tanah sehingga setiap
orang akan berusaha mendapatkan hak atas tanah.

Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala
perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat untuk manusia
menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.' Sebagai warga negara Indonesia, kita
memiliki hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan
memungut hasil hutan. Dalam UUPA, hak milik adalah hak atas tanah turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.?

Ketimpangan antara peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan
keterbatasan ketersediaan tanah berakibat banyaknya tindak pidana maupun
pelanggaran terhadap tanah terjadi. Tindak pidana dalam bidang pertanahan
seringkali disebut sebagai “kejahatan” pertanahan.® Ditinjau dari segi yuridis,
pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan
dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan
kejahatan adalahperbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita,
juga sangatmerugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan,
ketentraman dan ketertiban.’

Kejahatan di bidang pertanahan sebenarnya bukanlah suatu istilah baru dalam
hukum pidana tetapi mempakan istilah yang sama dengan kejahatan pada umumnya

sebagaimana diatur dalam Buku Ke Il KUHP, hanya saja kejahatan di bidang

31.
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pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai objek atau salah
satu unsur adanya kejahatan.’

Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan, dapat berupa
kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya
perusakan patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain,
memberikan data palsu atau keterangan palsu yang berkaitan dengan keberadaan
tanah.

Terdapat 3 kelompok kejahatan terhadap tanah berdasarkan waktu terjadinya
perbuatan kejahatan tersebut, yaitu;

1. Pra-Perolehan
Pra-Perolehan; merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan
sebelum diperoleh/didapatkannya suatu hak atas tanah. Pada kelompok
tindak pidana ini, maka unsur utama dan penting untuk ditemukan
adalah adanya perbuatan melanggar dan/atau menyalahi hukum yang
dilakukan pelaku dalam upaya membuktikan adanya hubungan hukum
antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya.

2. Menguasai Tanpa Hak
Menguasai Tanpa Hak; menggambarkan adanya hubungan hukum yang
tidak sah antara pelaku dengan tanah yang dikuasainya. Ada penegasan
kata “tanpa hak” dalam penguasaan tanah yang dilakukan pelaku,
sehingga menunjukan adanya pihak lain yang memiliki hak atas tanah
dimaksud.

3. Mengakui Tanpa Hak
Mengakui Tanpa Hak; bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud
belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah
mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut
sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah meng-
alami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut. ®

Tindak pidana pertanahan harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di
dalam masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hokum tidak akan pernah menjadi
masyarakat yang baik. Didalam masyarakat tradisionalpun pasti ada hukum dengan
bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.’

Dalam upaya untuk penegakan hukum atas tindak pidana pertanahan ,harus
mengutamakan  nilai-nilai  keadilan,  selain  kepastian  hukum  dan

kemanfaatan.Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau
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yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi
setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi kostitusi sebagai hukum

dasar

B. Permasalahan
Adapun permasalahan yang akan penulis teliti dalam penulisan ini adalah
apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana di

bidang pertanahan ?

C. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk
kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu,
yang bertujuan untuk mempelajari berbagai gejala hukum tertentu, dengan cara
menganalisisnya.® Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, tinjauan
yuridis normative. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori,
filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi,
penjelasan umum, dan pasal demi pasal. Dalam penelitian ini peneliti akan
mengkaji secara normative dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup

viktimologi terhadap kejahatan pertanahan.

D.Pembahasan
Tindak pidana pertanahan tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu
negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus,
maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental
sesorang Yyang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala
cara (the end justifies the means). Untuk itu, perlu adanya upaya pemberantasan
tindak pidana pertanahan secara tuntas dan bertanggung jawab, hal ini diperlukan

dukungan dari penegak hukum .
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Penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses
penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan
hukum. Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan seluruh norma tatanan
kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum
diartikan sebagai praktek peradilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari mempunyai arti sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum
justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pengertian penegakan hukum dapat
dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi
pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran
memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali.9

Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :
a.

. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
yang menerapkan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup°

1. Faktor Hukumnya sendiri
Hukum adalah hasil tarik-menarik pelbagai kekuatan politik yang
mengejawantah dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa
hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga
pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-
kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan UU menjadi medan

perbenturan dan kepentingan kepentingan. Badan pembuat UU akan

9 Jimly Asshiddigie,, Penegakan Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Keadilan, Vol 2,
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mencerminkan konfigurasi kekuatan dan Kkepentingan yang ada dalam
masyarakat.**

Adapun Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana di bidang pertanahan
adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP:

1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau
pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan
hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas
permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara
diancam dengan pidana pedana paling lama sembilan bulan atau
denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan
menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta
bukan karena kehkilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu
malam, dianggap memaksa masuk;

3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat
menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat
bulan;

4) Pidana tersebut dalam ayat | dan 3 dapat ditambah sepertiga jika
yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

b. Kejahatan terhadap pernberian sumpah palsu dan keterangan palsu
sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.

1) Barang siapa dalam hal dimana undang-undang menentukan supaya
memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadalian akibat hukum
kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi
keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan dasar, atau tulisan,
olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana
dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Disamakan dengan sumpah palsu adalah janji atau pengikatan, .yang
diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi
pengganti sumpabh;

c. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal
263, 264, 266, dan 274 KUHP: Pasal263 KUHP:

11 Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah,
Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002 ,him. 126



1)

2)

Barang siapa membuat seeara tidak benar atau memalsu surat yang
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,
atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat
tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan
surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja
memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah
benar atau tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan
kerugian.

Pasal 264 KUHP:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan

@)

tahun, jika dilakukan terhadap:

a. Akta-alda Otentik;

b. Surat hutang dan sertipikat hutang dari sesuatu negara atau
bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

c. Surat sero atau hutang atau sertipikat sero atau hutang dari
suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;

d. Talon, tanda bukti dividen atau dengan dari salah satu surat
yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang
dikeluarkan sebagai pengagnti surat-surat itu;

e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk
diedarkan.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja

memakai surat tersebut dalam alat pertama yang isinya tidak benar
atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian

surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHP:

1)

2)

Barangsiapa menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta
otekrik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan
oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang
lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan
kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja
memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,
jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal274 KUHP:

1)

Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat
keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang syah, tentang hak



milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk
memudahkan penjualan atau pengadannya atau untuk menyesaikan
pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua tahun;

2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud
tersebut. memakai surat keterangan itu seolah-olah benar dan tidak
palsu.

d. Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti
tanah, rumah sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan
stellionaat, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1) barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau
membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah
Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau
pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut
mempunyai hak atasnya adalah orang lain.

2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan,
atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah
Indonesia yang telah dibebam crediet verband, atau sesuatu
gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang
juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang
adanya beban itu kepada pihak yang lain.

3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credieet
verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang
berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;

4) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau
menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa
orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah
itu;

5) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan
tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak
diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah
digadaikan:

6) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan
tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui,
bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu

juga.

Di samping itu masih ada lagi tindak pidana di bidang pertanahan yang

di luar Kitab undang-undung Hukum Pidana (KUHP). seperti yang tercantum



dalam Peraturan perundan -undangan, seperti : Pasal 52 UU Nomor 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Ketentuan Pasal 52 UUPA menyatakan bahwa:

1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15
dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan/atau

2) Peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud
dalam pasal 19, 22, 24 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3) dan 50 ayat
(2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran
peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan
dan/atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,-

3) Tidak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran

Berdasarkan penjelasan Pasal 52 UUPA, sanksi pidana tersebut diperlukan
untuk menjamin pelaksaman sebaik-baiknya dari ketentuan pasal- pasal tersebut.
Sebagai contoh, ketentuan Pasal 15 UUPA bahwa tiap-tiap orang, badan hukum
atau instansi yang mempunyai hubungan-hubungan dengan tanah itu, dengan
memperhatikan pihak yang ekonomis lemah berwajiban memelihara tanah,
termasuk menambah kesuburanya serta mencegah kerusakannya. Di sini jelas
bahwa UUPA berusaha untuk menjaga keseimbangan pemenuhan kebutuhan/
kepentingan masyarakat dan kepentingan perorang, sehingga akan tercapai
tujuan pokok yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang
hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi
masyarakat. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan
hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi
penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat
penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan,
kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap
aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya
masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi,

serta upaya pembinaan kembali terpidana.



3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan
hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau
fasilitas yang memadai.

4. Faktor Masyarakat
Setiap warga masyarakat sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum,
persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum. Warga masyarakat harus
mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang
berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi
kehidupan masyarakat. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

5. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat
sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah
sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.
Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang
mencerminkan ~ dua  keadaan  estrim  yang  harus  diserasikan.
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto
adalah sebagai berikut :
1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3.Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.
Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat
diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum
positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum
tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat
supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.
Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan

menempatkan hukum pada tempatnya.



Dari 5 (lima) faktor di atas menurut penulis sektor yang dinilai sangat
penting dalam penengakan hukum tindak pidana disebabkan oleh 2 faktor yaitu
pertama Perundang — undangan karena kalau undang-undnga sangat tegas dalam
memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pertanahan maka masyarakat
akan takur melakukan pelanggaran-pelanggran dan tindak pidana pertanahan .
Faktor kedua penegak hukum itu sendiri itu diperlukan aparatur penegak hukum
yang terlatih, jujur, berintegritas dan profesional. Agar aparat-aparat penegak
hukum dapat membongkar perkara-perkara dalam tindak pidana pertanahan dan

berani menindak siapa saja yang salah.

E. Penutup

1. Kesimpulan

2.

Adapun faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum tindak pidana
pertanahan adalah vyaitu faktor Perundang — undangan karena kalau undang-
undangan sangat tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana
pertanahan maka masyarakat akan takur melakukan pelanggaran-pelanggran dan
tindak pidana pertanahan dan faktor penegak hukum itu sendiri itu diperlukan
aparatur penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan profesional. Agar
aparat-aparat penegak hukum dapat membongkar perkara-perkara dalam tindak

pidana pertanahan dan berani menindak siapa saja yang salah.

Saran-saran

a. Agar tidak terjadinya tindak pidana pertanahan masyarakat seharusnya memiliki
sertifikat hak (milik) atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan.

b. Secara khusus perlu diadakan pengkajian ulang terhadap hierarki peraturan
perundang- undang yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
pertanahan, agar pelaksanaan sistem pelayanan administrasi pertanahan di

daerah menjadi lebih lancar, terarah dan terpadu secara efketif dan efisien.
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